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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan 
rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga Buku Saku 
“Awas! Narkoba Masuk Desa”  dapat tersusun dengan baik sehingga 
dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh susunan
Pemerintahan dan Masyarakat Desa untuk melakukan Upaya 
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dalam mewujudkan Desa 
Bersih Narkoba (DESA BERSINAR)

Saat ini kita tengah dihadapkan pada perkembangan ancaman 
narkoba yang kian dekat dan nyata serta dampaknya begitu 
kompleks dan mengancam eksistensi atau kedaulatan bangsa 
Indonesia di masa mendatang, sehingga dibutuhkan peran Aktif 
Kepala Desa dan masyarakatnya agar tercipta Lingkungan pedesaan 
yang bersih dari Penyalahgunaan Narkoba.

Saya ucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyusun Buku 
Saku ini dengan harapan agar penyempurnaan terhadap isinya ke 
depan akan terus dilakukan sesuai dengan dinamika dan 
perkembangan bahaya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di 
Negeri kita yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam masa 
depan generasi muda dan masa depan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Kepala Badan Narkotika Nasional RI
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Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 
atas ridho-Nya sehingga “Buku Saku Awas Narkoba Masuk 
Desa” tersusun dengan baik dan diharapkan dapat 
memberikan langkah bagi Pemerintahan Desa dalam upaya 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
di desa.

Disamping itu Buku Saku ini dapat menjadi sarana 
pendorong untuk ikut menyuarakan gerakan anti narkoba, 
mengingat saat ini desa juga menjadi salah satu sasaran 
bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Semoga dengan Buku Saku ini dapat memberikan manfaat 
bagi semua pihak terutama dalam upaya memfasiltasi 
penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan 
masyarakat di desa khususnya dalam membangkitkan dan 
menggelorakan Gerakan AntiNarkoba.

KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri RI
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Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, 
sudah menetapkan desa menjadi jalur masuknya barang 
terlarang, terutama desa-desa yang berada di daerah 
perbatasan negara dan menjadi sasaran yang paling aman 
bagi bandar narkoba.

Untuk itu, karena desa menjadi wilayah strategis 
untuk jalur penyelundupan dan penyebaran penyalahgunaan 
serta peredaran gelap narkoba, maka desa harus menjadi 
garda terdepan untuk melakukan pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya ini 
harus segera dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat 
desa untuk ikut andil dalam memerangi narkoba.

6 

 

Menjadi kata yang paling tepat ketika bangsa ini telah 
dikepung oleh narkoba sudah merambah ke segala lapisan 
masyarakat Indonesia. Sehingga Presiden Joko Widodo telah 
mengeluarkan perintah “Perang Melawan Narkoba”, karena 
Indonesia sudah menjadi sasaran penyalahgunaan dan 
peredaran ilegal narkoba.

Mencermati perkembangan peredaran dan 
penyalahgunaan narkoba saat ini, telah mencapai situasi 
yang sangat mengkhawatirkan. Korban penyalahgunaan 
narkoba di Indonesia  semakin bertambah dan sudah 
merambah pada kalangan masyarakat desa. Hal ini 
merupakan persoalan penting bagi negara untuk melakukan 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
sehingga harus segera ditangani secara intensif oleh seluruh 
elemen dan komponen bangsa yang sifatnya mendesak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN 
bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2017, tentang Survei 
Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di 
Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna 
Narkoba di Indonesia telah mencapai 1,77% atau sekitar 
3.376.115 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 
10 - 59 tahun).

INDONESIA DARURAT NARKOBA! 
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adalah merupakan salah satu kewenagan pemerintah desa 
dalam mewujudkan kondisi tenteram dan tertib maka 
kegiatan ini dapat dirumuskan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan 
Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) serta 
dianggarkan di dalam APBDesa.

Kebijakan program dan kegiatan yang telah disusun 
dan dirumuskan tersebut, dapat dijadikan sebagai kegiatan 
prioritas Desa sehingga dapat dianggarkan setiap Tahun 
dalam APBDesa. Hal ini selayaknya menjadi perhatian bagi 
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
serta masyarakat Desa. Dalam hal kegiatan tersebut diatas 
belum diakomodir dalam RPJMdes dan maka dapat
dilakukan perubahan RPJMDesa, RKPDesa dan di 
anggarkan dalam Perubahan APBDesa sebagai langkah 
pelaksanaan untuk pencegahan penyalahgunaan dan 
pengedaran gelap narkoba.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
dapat dilakukan oleh semua unsur yang ada di Desa, yang 
meliputi PKK, Posyandu, RT, RW, tokoh agama, tokoh 
masyarakat/adat, karang taruna, dll.

8 

 

DESA AMBIL BAGIAN PERANGI NARKOBA

Keterlibatan pemerintah desa dalam memerangi 
narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba menjadi sebuah strategi yang tepat karena 
Desa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 
Tahun 2014 mempunyai kewenangan dalam membina 
masyarakat desa untuk berhak mendapatkan pengayoman 
serta perlindungan dari gangguan ketenteraman dan 
ketertiban di Desa agar terciptanya situasi yang aman, 
nyaman, dan tenteram di Desa.

Desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
memiliki peran yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan pengaturannya, Kepala Desa
berkewajiban untuk melakukan pembinaan ketenteraman 
dan ketertiban masyarakat desa sekaligus juga
memberdayakan masyarakat desa termasuk dalam 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi
tenteram dan tertib bagi masyarakat desa. Mengingat 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
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B. Jenis-jenis Narkoba

Ganja Dikenal juga istilah 
ganja, marijuna, pot, 
cimeng, Mary Jane, 
gele’, grass, weed

Heroin Dikenal juga istilah 
white smack, serbuk 
putih, medicine, 
ubat, putau

Kokain Dikenal juga istilah 
crack, daun koka, 
pasta koka

Shabu Dikenal juga istilah 
Ice, ubas, 
methamphetamine, 
crysta

Ecstasy Dikenal juga istilah 
XTC, kancing, ineks,
flash,   flipper, 
hammer

10 

 

NARKOBA DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian  Narkoba

NARKOBA merupakan singkatan dari NARkotika,
PsiKOtropika, dan Bahan Adiktif lainnya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, 
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. 
(UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, 
baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat 
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf 
pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas 
mental dan perilaku. 

Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh 
psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat 
menyebabkan kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa 
petunjuk/resep dokter. Masalah akan muncul ketika barang itu mulai 

disalahgunakan. Berbagai dampak dan resiko akan datang.
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C. Ciri Penyalahguna Narkoba

• Terjadinya perubahan perilaku

a. Prestasi di sekolah / di tempat kerja turun secara 
mendadak, membolos, tidak menyelesaikan tugas;

b. Pola tidurnya berubah : malam suka begadang 
dan pagi hari sulit dibangunkan;

c. Selera makan berkurang;

d. Banyak menghindari pertemuan dengan keluarga 
lainnya karena takut ketahuan menggunakan. 
Banyak mengurung diri dikamar & menolak diajak 
makan bersama – sama oleh anggota keluarga 
lainnya;

e. Bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga 
lainnya dibandingkan dengan sebelumnya;

f. Perubahan kelompok pertemanan.

• Tanda - tanda fisik

Tanda -tanda ini biasanya terlihat saat intoksikasi atau 
saat terjadi keadaan putus zat, sesuai dengan jenis 
Narkoba yang digunakannya.

12
 

 

Hingga saat ini BNN telah menemukan 71 jenis zat NPS terbaru yang 
beredar di Indonesia

 

Ketamine Dikenal juga istilah vit 
K, kitkat K, spesial K

Lysergide Dikenal juga istilah 
Acid, trips, blotters, 
stamp, black sesame, 
seed, micro, micro dot

Ermin-5 Contoh :
Nimetazepam

Inhalants Contoh : lem aica 
aibon, soulvent

Prescription 
Drugs

Contoh : Pil BK, 
Tramadol, Xanax, 
Sanadril
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lainnya karena takut ketahuan menggunakan. 
Banyak mengurung diri dikamar & menolak diajak 
makan bersama – sama oleh anggota keluarga 
lainnya;

e. Bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga 
lainnya dibandingkan dengan sebelumnya;

f. Perubahan kelompok pertemanan.

• Tanda - tanda fisik

Tanda -tanda ini biasanya terlihat saat intoksikasi atau 
saat terjadi keadaan putus zat, sesuai dengan jenis 
Narkoba yang digunakannya.
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Hingga saat ini BNN telah menemukan 71 jenis zat NPS terbaru yang 
beredar di Indonesia

 

Ketamine Dikenal juga istilah vit 
K, kitkat K, spesial K

Lysergide Dikenal juga istilah 
Acid, trips, blotters, 
stamp, black sesame, 
seed, micro, micro dot

Ermin-5 Contoh :
Nimetazepam

Inhalants Contoh : lem aica 
aibon, soulvent

Prescription 
Drugs

Contoh : Pil BK, 
Tramadol, Xanax, 
Sanadril
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• Ditemukannya narkoba atau alat untuk 
menggunakan narkoba

a. Narkoba (dalam bentuk pil, serbuk, lintingan ganja, 
kristal) yang mungkin dapat dijumpai di tas, lipatan 
baju, kaset,di lembaran buku, di laci meja, dll;

b. Alat untuk menggunakan narkoba seperti: jarum 
suntik, kertas timah, gulungan uang, dll

D. Modus Operandi Peredaran Gelap narkoba

Berbagai cara dilakukan oleh para sindikat narkoba untuk 
mengedarkan dan menyelundupkan narkoba,  antara lain 
seperti :
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E. Dampak Narkoba

DEPRESAN Obat Penenang (Sedatis) yang bekerja 
pada sistem syaraf. Memberikan rasa 
rileks, kurangi ketegangan, kegelisahan 
serta tekanan mental. Namun cenderung 
akibatkan ketergantungan. Contoh: 
Morfin, Heroin, Alkohol, dll

STIMULAN Zat yg mengaktifkan, memperkuat, 
meningkatkan aktivitas dari sistem 
syaraf. Dapat menghilangkan nafsu 
makan, bersifat memabukkan, 
meningkatkan denyut jantung, tekanan 
darah, dan muntah-muntah. Dapat 
menyebabkan tindak kekerasan, agresif, 
tidak dapat menilai segala sesuatu 
secara jernih, bahkan sakit jiwa. Contoh: 
Kokain, Sabu, Ecstasy, dll.

HALLUCINOGEN Mengganggu persepsi panca indra 
dalam merespon rangsangkan. 
Akibatkan perubahan  mental yang hebat 
seperti gelisah, berkhayal, gila. Contoh : 
Ganja, LSD, Magic Mushroom, dll.
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Cara Sindikat melakukan rekrutmen kepada TKI/TKW:
1. Direkrut secara langsung dan si calon kurir secara 

sadar mau menjadi kurir dengan segala resikonya (alasan 
ekonomi);

2. Direkrut dengan berbagai cara atau pendekatan yang 
berupa tipu muslihat, diperdaya, dijebak, seperti: 

a. Dipacari dan diajak nikah di luar negeri, tapi 
kemudian seolah-olah ditunda pernikahannya dan 
ketika pulang ke Indonesia, dititipi koper berisi 
narkoba;

b. Diajak jalan-jalan gratis ke luar negeri, tetapi ketika 
pulang dititipi koper berisi narkoba. Sedangkan pihak 
yang mengajak, pulangnya tidak bersamaan;

c. Diajak kerja sama membangun bisnis di luar negeri. 
Setelah hubungan terjalin baik, kemudian ketika mau 
pulang dititipi koper isinya narkoba;

d. Dititipi paket berupa kotak dus oleh teman sendiri, 
ternyata isinya narkoba;

e. Dipinjam alamat rumahnya untuk menerima paket 
dari luar negeri, ternyata paketnya berisi narkoba.

3. Sebagian kurir direkrut berasal dari para TKW/TKI yang 
sedang bekerja di luar negeri dan akan pulang ke 
Indonesia. Dan, bisa juga TKW/TKI yang akan pergi dari 
negara tempat dia bekerja ke negara lainnya.
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4. Kurir 
Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4 s.d. 12 
tahun (Pasal 115 ayat (1)), sementara sementara jika 
melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram 
jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum 
mati (Pasal 115 ayat (2)).

5. Pemakai
Orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun 
(Pasal 127 ayat (1)).

6. Wajib Lapor
• Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 

narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial (Pasal 54).

•Orang tua dari pencandu dewasa dan anak wajib lapor 
ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi 
(Pasal 55 ayat (1) dan (2)) sesuai dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 
tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.

•Orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak 
yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan 
(Pasal 128 ayat (1)).

•Bagi pecandu dewasa wajib lapor ke 
Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 
55 ayat (2)) sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/ 615/2016 tentang 
Institusi Penerima Wajib Lapor.
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F. Aspek Hukum

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya :

1. Kepemilikan
• Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4 s.d 12 

tahun (Pasal 111 ayat (1)), sementara jika memiliki 
tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjara 
5 s.d 20 tahun (Pasal 111 ayat (2)).

• Orang yang memiliki narkoba jenis inex, ekstasi, sabu, 
putau, heroin, kokain dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 
112 ayat (1)), sementara jika memiliki lebih dari 5 
gram dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 112 ayat (2)).

2. Produsen
Orang yang membuat narkoba dipenjara 5 s.d 15 tahun 
(Pasal 113 ayat (1)), sementara jika orang membuat 
narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, 
ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5 s.d 20 
tahun (Pasal 113 ayat (2)).

3. Pengedar 
Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5 s.d 20 
tahun (Pasal 114 ayat (1)), sementara jika melebihi 1 kg 
atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, 
ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 
114 ayat (2)).
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G. UPAYA PENCEGAHAN PEMBERANTASAN 
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP 
NARKOBA

1. INDIKATOR KEBERHASILAN

• Desa/Kelurahan memiliki kegiatan P4GN
(Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap narkoba);

• Desa/Kelurahan memiliki Relawan Anti Narkoba.

2. PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM PENCEGAHAN 
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP 
NARKOBA 

• Menetapkan Program Pencegahan 
Penyalahgunaan dan pengedaran narkoba 
menjadi PRIORITAS PROGRAM DAN 
KEGIATAN dalam RPJMDesa dan RKPDesa;

• Langkah percepatan yang dilakukan terutama 
adalah merevisi RPJMDesa dan RKPDesa serta 
menjadi prioritas kegiatan (Permendagri 114 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa);

• Mengakomodir materi pembahasan pencegahan 
pemberantasan penyelahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba (P4GN) dalam setiap Musyawarah 
Desa yang dibahas setiap tahun oleh BPD;

20
 

 

•Bagi pecandu dewasa yang tidak lapor dikenai sanksi 
kurungan 6 bulan (Pasal 134 ayat (1)).

7. Peran Serta Masyarakat 
Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan bahan kimia narkotika. (Pasal 104).

Berikut matriks tentang jenis pelanggaran dan ancaman 
pidana secara lengkap dan terinci sebagaimana dalam 
ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
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3 1 06

Bantuan Hukum 
untuk Aparatur 
Desa dan 
Masyarakat Miskin

3 1 07

Pelatihan/Penyulu
han/Sosialisasi 
kepada 
Masyarakat di 
Bidang hukum 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Penyuluhan 
P4GN

3 1 90

...

...

99

Dapat 
dimunculkan 
kegiatan baru 
sepanjang relevan 
dengan sub 
bidang 
ketentraman, 
ketertiban dan 
perlindungan 
masyarakat

Pembuatan 
Bahan 
Komunikasi 
Informasi 
Edukasi (KIE)

Contoh-contoh kegiatan tersebut dapat dipilih atau 
dimunculkan kegiatan baru sepanjang relevan 
dengan sub bidang (dimungkinkan oleh 
Permendagri No. 20 Tahun 2018  tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa). Contoh tersebut 
diatas, memastikan kegiatan dimaksud mendapat 
alokasi dan teranggarkan dalam APBDes. 
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• Mengakomodir program/kegiatan ini pada bidang 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam Sub 
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat pada antara lain 
kegiatan :

Contoh Rumusan Kegiatan

Kode 
Rekening Kegiatan Keterangan

3 1 02

Penguatan 
Peningkatan 
Kapasitas Tenaga 
Keamanan/Keterti
ban oleh 
Pemerintah Desa 
(Satlinmas Desa)

Relawan Anti 
Narkoba

3 1 03

Koordinasi 
Pembinaan 
ketentraman, 
ketertiban dan 
perlindungan 
masyarakat 
(dengan
masy/instansi 
pemda, vertikal 
dll) skala lokal 
desa

Agen 
Pemulihan
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Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 
(P4GN) adalah merupakan salah satu indikator 
Desa/Kelurahan dalam keikutsertaan pada 
kegiatan anti narkoba;
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kegiatan anti narkoba;
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• Melakukan KIE: Komunikasi, informasi dan 
Edukasi kepada masyarakat di Desa dengan 
bentuk kegiatan seperti penyuluhan, gerakan 
masyarakat, siskamling dan lain-lain. Kegiatan 
tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan
membentuk Relawan Anti Narkoba;

• Membentuk Relawan Anti Narkoba oleh Kepala 
Desa dari unsur masyarakat Desa. Relawan 
tersebut bertujuan untuk menggerakkan 
masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam 
upaya P4GN sehingga diharapkan muncul 
Penggiat-Penggiat anti narkoba yang dapat 
dilaksanakan melalui :
1. Pencegahan Dini melalui kegiatan PKK, Karang 

taruna, PAUD dan kegiatan adat/keagamaan;
2. Bila terjadi penyalahgunaan narkoba 

masyarakat bisa melaporkan kepada pihak 
RT/RW dan Satlinmas, selanjutnya RT/RW dan
Satlinmas dapat melaporkan ke Institusi Wajib 
Lapor (Daftar Institusi Penerima Wajib Lapor 
tercantum di Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 
HK.02.02/Menkes/ 615/2016 tentang Institusi 
Penerima Wajib Lapor ) dengan Skema 
sebagai berikut:
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1. Pencegahan Dini melalui kegiatan PKK, Karang 

taruna, PAUD dan kegiatan adat/keagamaan;
2. Bila terjadi penyalahgunaan narkoba 

masyarakat bisa melaporkan kepada pihak 
RT/RW dan Satlinmas, selanjutnya RT/RW dan
Satlinmas dapat melaporkan ke Institusi Wajib 
Lapor (Daftar Institusi Penerima Wajib Lapor 
tercantum di Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 
HK.02.02/Menkes/ 615/2016 tentang Institusi 
Penerima Wajib Lapor ) dengan Skema 
sebagai berikut:
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▪ Memberikan informasi mengenai rehabilitasi 
berkelanjutan, yaitu rangkaian perawatan 
rehabilitasi medis, sosial dan pascarehabilitasi 
sebagai satuan yang terintegrasi dan tidak 
terpisahkan dalam upaya pemulihan 
ketergantungan narkoba;

▪ Memberikan informasi tentang pascarehabilitasi 
lanjut, yaitu layanan lanjutan yang bertujuan 
untuk membantu penyalahguna yang telah 
selesai melaksanakan rehabilitasi para klien 
(pecandu) dalam mempertahankan 
kepulihannya, meningkatkan produktivitas dan 
kembali berfungsi sosial di masyarakat. 

3. BENTUK KETERLIBATAN KEGIATAN DALAM UPAYA-
UPAYA UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN

• Membuat Kegiatan Kemasyarakatan seperti :
a. kerja bakti;
b. pengajian/Ibadah rutin;
c. lomba poster anti narkoba;
d. lomba mural anti narkoba;
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3. Bila terjadi Edar narkoba, masyarakat bisa 
melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah,
Babinsa, Babimkamtibmas atau juga 
melaporkan melalui call centre Badan Narkotika 
Nasional (BNN) di Nomor 184 dan juga dapat 
menghubungi Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten (BNNK)/Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) yang ada di kewilayahan 
tersebut.

• Membentuk Agen Pemulihan yang terdiri dari 
Babinsa, Babinkamtibmas, Puskemas Pembantu 
(Pustu), Bidan Desa, Karang Taruna, dll melalui 
program:

▪ Pemantauan pemulihan klien (pecandu) dalam 
kehidupan sehari-hari untuk mengembalikan 
nama baik;

▪ Mengajak klien (pecandu) dalam kegiatan 
positif di masyarakat seperti kegiatan sosial 
kemasyarakatan, keagamaan, olah raga dan 
kebudayaan;

▪ Membantu pelaksanaan destigmatisasi 
(menghilangkan anggapan) terhadap para klien 
(pecandu) dengan memberikan informasi dan 
edukasi terkait rehabilitasi dan pascarehabilitasi 
pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika 
kepada masyarakat;
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a. Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan,
penyuluh harus terlebih dahulu mengatahui, 
mengerti dan memahami tentang :
a) narkoba
b) jenis – jenis narkoba
c) ciri – ciri pengguna narkoba
d) dampak/efek penyalahgunaan narkoba
e) undang – undang narkoba termasuk saksi 

hukum, apabila menjadi produsen, pengedar 
dan pemakai narkoba.

f) Hal – hal lain yang berkaitan dengan 
penyalahgunaan narkoba.

b. Dalam rangka penyiapan sosialisasi P4GN materi 
yang akan disampaikan hendaknya disesuaikan
dengan tingkat pendidikan, karakteristik dan norma-
norma yang berlaku pada masyarakat setempat 
dengan mengacu pada materi pokok dari 
BNN/BNNP/BNNK setempat.

c. Penyiapan tenaga
Mengindentifikasi tenaga yang akan dilibatkan 
dalam kegiatan penyuluhan P4GN berdasarkan 
kemampuan dan  pengalaman dalam memahami 
kondisi masyarakat setempat sesuai indentifikasi 
sasaran dan materi yang akan disampaikan.
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e. penyuluhan anti narkoba;
f. siskamling;
g. gerakan masyarakat;
h. dan sebagainya.

• Promosi Hidup Sehat seperti gerak jalan, lomba 
olahraga, senam bersama, rekreasi bersama dan lain-
lain;

4. UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM 
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN 
PEREDARAN GELAP NARKOBA

a. Penyiapan sasaran yang meliputi antara lain
1) Mengindentifikasi sasaran

Menentukan kelompok masyarakat yang akan 
menjadi sasaran/obyek penyuluhan pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Contoh: Siswa SD, SMP, SMU, Lembaga 
Kemasyarakatan Desa (kader  PKK, Karang 
Taruna, Posyandu, RT/RW, dll.) Lembaga Adat 
Desa (LAD), Lembaga Keagamaan.

2) Penyiapan materi
Langkah yang perlu dipersiapkan meliputi sebagai 
berikut:
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mengingat kembali materi yang telah disampaikan 
agar isi materi telah dapat dimengerti sepenuhnya 
oleh para peserta kelompok sasaran;

d. Pemutaran video yang berkaitan dengan masalah 
narkoba atau HIV/Aids sangat efektif untuk 
merangsang diskusi. Dalam hal ini fasilitator harus 
terlebih dahulu mempelajari isi pesan yang 
disampakain melalui video tersebut dan membuat 
catatan yang akan disampaikan dalam ceramah, 
diskusi, dan kuis;

e. Kunjungi lapangan apabila memungkinkan ke 
pusat-pusat rehabilitasi narkoba misalnya sangat 
bermanfaat bagi anggota kelompok sasaran untuk 
melihat secara langsung faktor penyebab, 
penanganan penderita, dampak dari narkoba. 
Pelaksanaan penyuluhan pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
dapat dilakukan dengan berbagai metode yang 
disesuaikan dengan pendidikan, status sosial, 
norma–norma yang berlaku di wilayah tugasnya, 
serta disesuaikan dengan sarana dan prasarana 
yang tersedia.
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b. Pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada 
dasarnya adalah upaya untuk memberikan informasi, 
pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada 
seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa. 
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat 
dikembangkan melaui media cetak (surat kabar, 
majalah, leaflet, poster, selebaran, dll). Selain itu dapat 
juga dilakukan dengan berbagai metode yaitu :

a. Ceramah adalah penyampaian materi pada 
sasaran yang telah ditentukan, agar dapat 
dipahami oleh sasaran. Untuk memudahkan maka 
digunakan alat bantu berupa buku materi, 
papan/alat tulis. Waktu pelaksanaan disesuaikan 
dengan banyaknya bahan materi yang akan 
disampaikan.

b. Diskusi adalah pendalaman materi yang dilakukan 
secara komunikasi dua arah, sehingga akan 
memberikan pemahaman lebih mendalam bagi 
peserta kelompok sasaran. Cara ini sangat cocok 
karena sasaran merasa lebih dihargai 
pendapatnya atau pengetuhuannya. Waktu yang 
diperlukan untuk diskusi disesuaikan dengan topik 
yang ada;

c. Permainan kuis adalah cara muda bagi peserta 
kelompok sasaran untuk mengulang atau 



3133
 

 

mengingat kembali materi yang telah disampaikan 
agar isi materi telah dapat dimengerti sepenuhnya 
oleh para peserta kelompok sasaran;

d. Pemutaran video yang berkaitan dengan masalah 
narkoba atau HIV/Aids sangat efektif untuk 
merangsang diskusi. Dalam hal ini fasilitator harus 
terlebih dahulu mempelajari isi pesan yang 
disampakain melalui video tersebut dan membuat 
catatan yang akan disampaikan dalam ceramah, 
diskusi, dan kuis;

e. Kunjungi lapangan apabila memungkinkan ke 
pusat-pusat rehabilitasi narkoba misalnya sangat 
bermanfaat bagi anggota kelompok sasaran untuk 
melihat secara langsung faktor penyebab, 
penanganan penderita, dampak dari narkoba. 
Pelaksanaan penyuluhan pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
dapat dilakukan dengan berbagai metode yang 
disesuaikan dengan pendidikan, status sosial, 
norma–norma yang berlaku di wilayah tugasnya, 
serta disesuaikan dengan sarana dan prasarana 
yang tersedia.

32
 

 

b. Pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada 
dasarnya adalah upaya untuk memberikan informasi, 
pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada 
seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa. 
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat 
dikembangkan melaui media cetak (surat kabar, 
majalah, leaflet, poster, selebaran, dll). Selain itu dapat 
juga dilakukan dengan berbagai metode yaitu :

a. Ceramah adalah penyampaian materi pada 
sasaran yang telah ditentukan, agar dapat 
dipahami oleh sasaran. Untuk memudahkan maka 
digunakan alat bantu berupa buku materi, 
papan/alat tulis. Waktu pelaksanaan disesuaikan 
dengan banyaknya bahan materi yang akan 
disampaikan.

b. Diskusi adalah pendalaman materi yang dilakukan 
secara komunikasi dua arah, sehingga akan 
memberikan pemahaman lebih mendalam bagi 
peserta kelompok sasaran. Cara ini sangat cocok 
karena sasaran merasa lebih dihargai 
pendapatnya atau pengetuhuannya. Waktu yang 
diperlukan untuk diskusi disesuaikan dengan topik 
yang ada;

c. Permainan kuis adalah cara muda bagi peserta 
kelompok sasaran untuk mengulang atau 



32 35
 

 

d. Tingkat Desa/Kelurahan

1. Kepala Desa/Kelurahan bertanggung jawab 
mengkoordinir seluruh unsur yang terlibat dalam 
pelaksanaan P4GN di Desa/Kelurahan;

2. Dalam melaksanakan kegiatan P4GN, Kepala 
Desa/Kelurahan dapat menunjuk PKK, Karang 
Taruna, Satlinmas, PAUD, Posyandu, dan Lembaga 
Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa 
lainnya;

3. Dalam kasus peredaran gelap narkoba, Kepala 
Desa/Kelurahan dapat berkoordinasi dengan 
Babinsa dan Babinkamtibmas.
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5. KELEMBAGAAN PEMBINAAN KEGIATAN

a. Tingkat Pusat

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Narkotika 
Nasional bertanggung jawab atas penyusunan 
kebijakan dan koordinasi K/L dalam kegiatan P4GN di 
Desa/Kelurahan;

b. Tingkat Provinsi

1. Gubernur menunjuk Organisasi Pemerintah Daerah 
(OPD) yang bertanggung jawab untuk melakukan 
pembinaan pelaksanaan P4GN di Kabupaten/Kota;

2. BNNP bertanggung jawab sebagai pembina teknis 
pelaksanaan P4GN di Kabupaten/Kota.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Bupati/Walikota menunjuk Organisasi Pemerintah 
Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk 
melakukan pembinaan pelaksanaan P4GN di Desa;

2. BNNK bertanggung jawab sebagai pembina teknis 
pelaksanaan P4GN di Desa.

3. Camat Sebagai koordinator pemerintahan desa dan 
kelurahan dalam pelaksanaan P4GN;
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Membangun langkah bersama dalam pelaksanaan 
pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba oleh warga 
masyarakat yang ada di Desa menjadi hal yang sangat 
penting dilakukan, karena kurangnya pemahaman di kalangan 
warga masyarakat desa. Sehingga perlu digelorakan secara 
terus-menerus dengan semboyan “Desa Bersinar” (Desa 
Bersih Narkoba).
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PENUTUP

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba  
memang sangat mengkhawatirkan di republik ini. Perbuatan 
tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang sudah 
merengkuh berbagai lapisan masyarakat dan strata 
pendidikan. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga 
pelosok desa. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk 
dapat memerangi narkoba, tidak hanya pemerintah, aparat 
penegak hukum, serta semua lapisan masyarakat juga turut 
waspada dan gigih untuk menolak peredaran gelap dan 
penyalahgunaan narkoba di Desa. Dalam konteks itu, maka 
dukungan Pemerintah Desa sangat penting dalam upaya 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di 
masyarakat perdesaan.

Akibat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba bagi setiap manusia terutama generasi muda
mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri bahkan pada 
kematian, sehingga masa depan bangsa, akan menjadi sulit 
bersaing. Mungkin ini adalah kata “pamungkas” yang perlu 
menjadi perhatian semua pihak, terutama para pemangku 
kepentingan yang ada di Desa. Oleh sebab itu, hantu yang 
bernama “narkoba” harus dapat dicegah penyebaran dan 
penggunaannya, bukan hanya di Kota tetapi juga di Desa. 
Narkoba harus menjadi musuh bersama, bukan hanya bagi 
pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah dan desa.
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